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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan 

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung 

jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 

kepada masyarakat.Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. 

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program 

jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang 

didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP 

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang 

pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU 

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses 

lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 

1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial 

tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta 
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dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 

tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan 

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai 

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang 

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 

2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat 

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan 

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan 

perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan 
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Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus 

berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. 

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 

Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT 

Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan 

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. 

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan 

sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat 

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. 

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS 

Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha 

saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

4.2 Visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan 

4.2.1 Visi BPJS Ketenagakerjaan 

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas 

dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan 

Pelayanan. 
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4.2.2 Misi BPJS Ketenagakerjaan 

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang 

memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra 

terpercaya bagi: 

a. Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi 

tenaga kerja dan keluarga. 

b. Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan 

produktivitas. 

c. Negara: Berperan serta dalam pembangunan 

4.3 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan 

Struktur Organisasi adalah  serangkaian bagian dan tugas semua karyawan 

yang berada dalam suatu organisasi. Dalam organisasi tidak terlepas dari unsur 

manusia,walaupun peralatan yang digunakan serba modern,sebab dengan manusia 

peralatan tersebut baru dapat digunakan secara efektif dan efisien. Organisasi 

sebagai  suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur yaitu sekelompok orang, kerjasama 

dan tujuan tertentu. 

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang menitikberatkan 

pada proses mengkombonasikan berbagai macam pekerjaan yang harus 

mengkerjakan suatu pekerjaan dengan fasilitas yang ada sehingga pekerjaan dapat 

dikerjakan dengan efisien, sistematik, terkoordinir dan terkendalikan. Dilihat dari 

tugas dan tanggung jawab dan hubungan kerja antara seksi-seksi kerja adalah 
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suatu organisasi instansi, maka keselarasan kerja antara unit kerja dengan unit 

kerja yang lain biasa terjalin dengan baik. 

Dengan adanya bentuk organisasi maka dilihat sampai dimana batas 

wewenang dan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing anggota dalam 

organisasi tersebut, dan bagaimana hubungan antara bawahan dengan atasan, 

atasan dengan bawahan sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dikota  

Pekanbaru memiiki satu kantor wilayah dan dua kantor cabang. Dimana susunan 

Organisasi BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh yang terdapat pada gambar 

berikut ini : 
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Gambar 4.1 

Struktur Orgaisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

 

 

4.4 Program BPJS Ketenagakerjaan 

4.4.1 Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

a. Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan 

b. Kepesertaan:  

1. Penerima upah selain penyelenggara Negara : 

a) Semua pekerja baik yang bekerja pada 

perusahaan dan perseorangan 
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b) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih 

dari 6 bulan 

2. Bukan penerima upah : 

a) Pemberi kerja 

b) Pekerja diluar hubungan kerja/mandiri 

c) Pekerja bukan penerima upah selain poin 2 

c. Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar 

hubungan kerja/mandiri 

d. Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, 

masing-masing wajib terdaftar 

e. Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-

masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan 

f. Pendaftaran 

Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah 

Cara Pendaftaran Didaftarkan melalui 

perusahaan. Jika 

perusahaan lalai, pekerja 

dapat mendaftarkan 

dirinya sendiri dengan 

melampirkan : 

 Perjanjian kerja 

atau bukti lain 

sebagai pekerja 

 KTP 

 KK 

Dapat mendaftarkan 

dirinya kepada BPJS 

Ketenagakerjaan sesuai 

penahapan baik sendiri-

sendiri maupun melalui 

wadah 
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Bukti   peserta  Nomor peserta 

diterbitkan 1 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran 

diterima lengkap 

dan iuran pertama 

dibayar lunas 

 Kartu diterbitkan 

paling lama 7 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran 

diterima lengkap 

dan iuran pertama 

dibayar lunas 

 Kepesertaan 

terhitung sejak 

nomor kepesertaan 

 Nomor peserta 

diterbitkan 1 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran 

diterima lengkap 

dan iuran pertama 

dibayar lunas 

 Kartu diterbitkan 

paling lama 7 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran 

diterima lengkap 

dan iuran pertama 

dibayar lunas 

 Kepesertaan 

terhitung sejak 

nomor kepesertaan 

diterbitkan 

Pindah perusahaan Wajib meneruskan 

kepesertaan dengan 

menginformasikan 

kepesertaan JHTnya yang 

lama ke perusahaan yang 

baru 

- 

Perubahan data Wajib disampaikan oleh 

perusahaan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan paling 

lama 7 hari sejak 

terjadinya perubahan 

Wajib disampaikan oleh 

peserta atau wadah 

kepada BPJS 

Ketenagakerjaan paling 

lama 7 hari sejak 

terjadinya perubahan 

 

g. Iuran dan tata cara pembayaran 

Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah 

Besar Iuran 5,7% dari upah: 

 2% pekerja 

 3,7% pemberi kerja 

 Didasarkan pada 

nominal tertentu yang 

ditetapkan dalam 

daftar sesuai lampiran 

I PP 

 Daftar iuran dipilih 

oleh peserta sesuai 

penghasilan peserta 
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masing-masing 

Upah yang 

dijadikan 

dasar 

Upah sebulan, yaitu terdiri 

atas upah pokok & tunjangan 

tetap 

 

Cara 

pembayaran 

 Dibayarkan oleh 

perusahaan 

 Paling lama tanggal 

15 bulan berikutnya 

 Dibayarkan sendiri 

atau melalui wadah 

 Paling lama tanggal 15 

bulan berikutnya 

Denda 2% untuk tiap bulan 

keterlambatan dari iuran 

yang dibayarkan 

 

 

h. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya 

merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil 

pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus 

apabila: 

1. peserta mencapai usia 56 tahun 

2. meninggal dunia 

3. cacat total tetap 

Yang dimaksud  usia pensiun  termasuk peserta 

yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena 

PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau 

peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk 

selamanya. asil pengembangan JHT paling sedikit sebesar 

rata-rata bunga deposito counter  rate bank pemerintah. 

i. Manfaat JHT sebelum  mencapai usia 56 tahun dapat 

diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun 
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dengan (hanya dapat dilakukan  sekali selama menjadi 

peserta) ketentuan  sebagai berikut: 

1. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai 

persiapan usia pensiun. 

2. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang 

perumahan. 

j. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja 

dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT 

dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. 

k. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada 

peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil 

pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun. 

l. Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang 

berhak atas manfaat JHT sbb: 

1. Janda/duda 

2. Anak 

3. Orang tua, cucu 

4. Saudara kandung 

5. Mertua 

6. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat 

7. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT 

dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan. 
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m. Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang 

tidak sesuai, menjadi tanggungjawab perusahaan. 

4.4.2 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

a. Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan 

yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan 

yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat 

kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. 

b. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi 

peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko 

lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 2 

(tahun) sekali, dan mengacu pada table sebagai berikut:  

No. Tingkat Risiko Lingkungan Kerja Besaran Persentase 

1. tingkat risiko sangat rendah 0,24 % dari upah sebulan 

2. tingkat risiko rendah     0,54 % dari upah sebulan 

3. tingkat risiko sedang   0,89 % dari upah sebulan 

4. tingkat risiko tinggi     1,27 % dari upah sebulan 

5. tingkat risiko sangat tinggi   1,74 % dari upah sebulan 

 

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus 

diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. 

Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal 

kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan 

(manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, 
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dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut 

dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah 

dilengkapi dengan dokumen pendukung. Manfaat yang diberikan, antara 

lain: 

No. Manfaat Keterangan 

1. Pelayanan kesehatan (perawatan dan 

pengobatan), antara lain: 

 pemeriksaan dasar dan 

penunjang; 

 perawatan tingkat pertama dan 

lanjutan; 

 rawat inap dengan kelas ruang 

perawatan yang setara dengan 

kelas I rumah sakit pemerintah; 

 perawatan intensif (HCU, ICCU, 

ICU); 

 penunjang diagnostic; 

 pengobatan dengan obat generik 

(diutamakan) dan/atau obat 

bermerk (paten) 

 pelayanan khusus; 

 alat kesehatan dan implant; 

 jasa dokter/medis; 

 operasi; 

 transfusi darah (pelayanan 

darah); dan 

 rehabilitasi medik. 

 Pelayanan kesehatan 

diberikan tanpa batasan 

plafon sepanjang sesuai 

kebutuhan medis 

(medical need). 

 Pelayanan kesehatan 

diberikan melalui 

fasilitas kesehatan yang 

telah bekerjasama 

dengan BPJS 

Ketenagakerjaan 

(trauma center BPJS 

Ketenagakerjaan). 

 Penggantian biaya 

(reimbursement) atas 

perawatan dan 

pengobatan, hanya 

berlaku untuk daerah 

remote area atau 

didaerah yang tidak ada 

trauma center BPJS. 

Ketenagakerjaan. 

Penggantian biaya 

diberikan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

2. Santunan berbentuk uang, antara lain:   

  a) Penggantian biaya pengangkutan 

peserta yang mengalami kecelakaan 

kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah 

sakit dan/atau kerumahnya, termasuk 

biaya pertolongan pertama pada 

kecelakaan;. 

 Angkutan darat/sungai/danau 

diganti maksimal Rp1.000.000,- 

Perhitungan biaya transportasi 

untuk kasus kecelakaan kerja 

yang menggunakan lebih dari 

satu jenis transportasi berhak 

atas biaya maksimal dari 

masing-masing angkutan yang 

digunakan dan diganti sesuai 

bukti/kuitansi dengan 

penjumlahan batasan maksimal 



74 
 

 
 

(satu juta rupiah). 

 Angkutan laut diganti maksimal 

Rp1.500.000 (satu setengah juta 

rupiah). 

 Angkutan udara diganti maksimal 

Rp2.500.000 (dua setengah juta 

rupiah). 

dari semua jenis transportasi 

yang digunakan 

  b) Sementara Tidak Mampu Bekerja 

(STMB), dengan perincian penggantian, 

sebagai berikut: 

 6 (enam) bulan pertama diberikan 

sebesar 100% dari upah. 

 6 (enam) bulan kedua diberikan 

sebesar 75% dari upah. 

 6 (enam) bulan ketiga dan 

seterusnya diberikan sebesar 50% 

dari upah. 

Dibayarkan kepada pemberi 

kerja (sebagai pengganti upah 

yang diberikan kepada tenaga 

kerja) selama peserta tidak 

mampu bekerja sampai peserta 

dinyatakan sembuh atau cacat 

sebagian anatomis atau cacat 

sebagian fungsi atau cacat total 

tetap atau meninggal dunia 

berdasarkan surat keterangan 

dokter yang merawat dan/atau 

dokter penasehat. 

  c)  Santunan Kecacatan 

 Cacat Sebagian Anatomis sebesar 

= % sesuai tabel x 80 x upah 

sebulan. 

 Cacat Sebagian Fungsi = % 

berkurangnya fungsi x % sesuai 

tabel x 80 x upah sebulan. 

 Cacat Total Tetap = 70% x 80 x 

upah sebulan. 

  

 Jenis dan besar 

persentase kecacatan 

dinyatakan oleh dokter 

yang merawat atau 

dokter penasehat yang 

ditunjuk oleh 

Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, 

setelah peserta selesai 

menjalani perawatan dan 

pengobatan. 

 Tabel kecacatan diatur 

dalam Lampiran III 

Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian. 

  d) Santunan kematian dan biaya 

pemakaman 

 Santunan Kematian sebesar = 60 

% x 80 x upah sebulan, sekurang 

kurangnya sebesar Jaminan 
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Kematian. 

 Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-

. 

 Santunan berkala selama 24 

bulan yang dapat dibayar 

sekaligus= 24 x Rp200.000,- = 

Rp4.800.000,-. 

3. Program Kembali Bekerja (Return to 

Work) berupa pendampingan kepada 

peserta yang mengalami kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja yang 

berpotensi mengalami kecacatan, mulai 

dari peserta masuk perawatan di rumah 

sakit sampai peserta tersebut dapat 

kembali bekerja. 

  

4. Kegiatan Promotif dan Preventif untuk 

mendukung terwujudnya keselamatan 

dan kesehatan kerja sehingga dapat 

menurunkan angka kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja. 

  

5. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) 

dan/atau alat ganti (prothese) bagi 

Peserta yang anggota badannya hilang 

atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan 

Kerja untuk setiap kasus dengan patokan 

harga yang ditetapkan oleh Pusat 

Rehabilitasi Rumah Sakit Umum 

Pemerintah ditambah 40% (empat puluh 

persen) dari harga tersebut serta biaya 

rehabilitasi medik. 

  

6. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap 

peserta yang meninggal dunia atau 

mengalami cacat total tetap akibat 

kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000,- 

(dua belas juta rupiah) untuk setiap 

peserta. 

  

 7. Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun 

sejak kecelakaan terjadi dan tidak 

dilaporkan oleh perusahaan. 
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4.4.3 Program Jaminan Kematian (JKM) 

a. Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada 

ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja. 

b. Iuran JKM:  

1. bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% 

(nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah 

sebulan. 

2. Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah 

sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus 

Rupiah) setiap bulan. 

c. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris 

peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif 

(manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri 

atas: 

1. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas 

juta dua ratus ribu rupiah); 

2. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = 

Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu 

rupiah) yang dibayar sekaligus; 

3. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga 

juta rupiah); dan 
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4. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap 

peserta yang meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling 

singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 

setiap peserta. 

5. Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi 

peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling 

lama setiap 2 (dua) tahun. 

4.4.4 Program Jaminan Pensiun (JP) 

Jaminan pensiun adalah jaminan  sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah  peserta memasuki usia 

pensiun, mengalami cacat  total tetap, atau meninggal dunia.  

Manfaat pensiun  adalah sejumlah  uang yang dibayarkan setiap 

bulan  kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total 

tetap, atau  kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. 

a. Kepesertaan Program Jaminan Pensiun  

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang 

terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan 

pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain 
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penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang 

terdiri dari: 

1. Pekerja pada perusahaan 

2. Pekerja pada orang perseorangan 

Selain itu, pemberi kerja juga dapat 

mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan 

penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan 

oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 

(satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia 

pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan 

mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 

tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun 

untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai 

mencapai Usia Pensiun 65 tahun. 

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai 

tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja dapat 

langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS 

Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat 

kerja, Peserta wajib memberitahukan 

kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja 

baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat 

kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja. 
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b. Iuran Program Jaminan Pensiun 

1. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, 

yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% 

iuran pekerja. 

2. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan 

iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. 

Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan 

sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS 

Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah 

dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) 

ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk 

domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS 

Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan 

penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 

(satu) bulan setelah lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik 

bruto. 

3. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program 

paket. 

4. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat 

tanggal 15 bulan berikutnya. 
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5. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan 

pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% 

setiap bulan keterlambatan. 

c. Manfaat Program Jaminan Pensiun 

1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada 

peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 

tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki 

usia pensiun sampai dengan meninggal dunia. 

2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada 

peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total 

tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta 

dan density rate minimal 80%) yang mengalami 

cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat 

bekerja kembali atau akibat penyakit sampai 

meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini 

diberikan sampai dengan meninggal dunia atau 

peserta bekerja kembali. 

3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada 

janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di 
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BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal 

dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta: 

a) Meninggal dunia bila masa iur kurang dari 

15 tahun, dimana masa iur yang digunakan 

dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun 

dengan ketentuan memenuhi minimal 1 

tahun kepesertaan dan density rate 80% atau 

b) Meninggal dunia pada saat memperoleh 

manfaat pensiun MPHT. 

4. Manfaat Pensiun Anak (MPA) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada 

anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 

orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) 

sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua 

puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan 

kondisi peserta: 

a) Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun 

bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur 

yang digunakan dalam menghitung manfaat 

adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal 

kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density 

rate 80% dan tidak memiliki ahli waris 

janda/duda atau 
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b) Meninggal dunia pada saat memperoleh 

manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki 

ahli waris janda/duda atau 

c) Janda/duda yang memperoleh manfaat 

pensiun MPHT meninggal dunia. 

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT ) 

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / 

ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila 

masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa 

iur yang digunakan dalam menghitung manfaat 

adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi 

minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density 

rate 80%. 

6. Manfaat Lumpsum 

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, 

akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa 

akumulasi iurannya ditambah hasil 

pengembangannya apabila: 

a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak 

memenuhi masa iur minimum 15 tahun. 

b) Mengalami cacat total tetap dan tidak 

memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 
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bulan menjadi peserta dan minimal density 

rate 80%. 

c) Peserta meninggal dunia dan tidak 

memenuhi masa kepesertaan minimal 1 

tahun menjadi peserta dan minimal density 

rate 80%. 

7. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti 

yang ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat 

Pensiun dihitung berdasarkan formula 

Manfaat Pensiun; dan 

b) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, 

Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat 

Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun 

tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi. 

8. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) 

dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali 

rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur 

dibagi 12 (dua belas). 

9. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk 

pertama kali setelah dokumen pendukung secara 

lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan 

berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan 
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apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran 

dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. 

10. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun 

tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta 

dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun 

pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat 

berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 

(tiga) tahun setelah Usia Pensiun. 

11. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli 

waris peserta yang berhak menerima manfaat 

pensiun. 

4.4.5 Bukan Penerima Upah (BPU) 

Pekerja bukan penerima upah (BPU) adalah pekerja yang 

melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang 

meliputi: pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja 

mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja 

yang bukan penerima upah. Contohnya, tukang ojek konvensional/online, 

supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara/advokat, artis dan lain-

lain. 
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a. Kepesertaan 

1. Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan 

secara bertahap dengan memilih program sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. 

2. Dapat mendaftar sendiri langsung ke kantor cabang 

BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui 

wadah/kelompok/mitra/payment point (aggregator 

/perbankan) yang telah melakukan ikatan kerja sama 

dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

b. Jenis Program dan Manfaat 

1. Jaminan kecelakaan kerja (JKK), terdiri dari biaya 

pengangkutan tenaga kerja yang mengalami 

kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya 

rehabilitasi, pengganti upah sementara tidak mampu 

bekerja, santunan cacat tetap sebagian, santunan 

cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), 

biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang 

meninggal dunia dan cacat total tetap. 

2. Jaminan kematian (JK), terdiri dari biaya 

pemakaman dan santunan berkala. 

3. Jaminan hari tua (JHT), terdiri dari keseluruhan 

iuran yang telah disetor, beserta hasil 

pengembangannya. 



86 
 

 
 

c. Iuran 

Besaran nominal iuran yang ditanggung sepenuhnya oleh 

peserta sudah berdasarkan upah yang ditetapkan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan, dan pembayaran iuran dapat dilakukan 

oleh peserta sendiri atau melalui wadah/ Mitra/payment 

point (aggregator/perbankan) selama bulanan/3 bulan/6 

bulan/1 tahun sekaligus. Nilai iuran dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Program BPJS 

Ketenagakerjaan 

Nilai Iuran 

Jaminan Kecelakaan 

Kerja 

1% (berdasarkan nominal 

tertentu sesuai kemampuan 

penghasilan) 

Jaminan Kematian Rp 6.800,- 

Jaminan Hari Tua 2% (berdasarkan nominal 

tertentu sesuai kemampuan 

penghasilan) 

 

d. Cara Mendaftar Menjadi Peserta 

1. Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) 

2. Mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran 

wadah/kelompok/mitra baru. 

3. Menghubungi: 

a) Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan 

terdekat 

b) Wadah 
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c) Mitra/payment point (aggregator/perbankan) 

yang bekerjasama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

4.4.6 Jasa Konstruksi 

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan 

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 

layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

a. Kepesertaan Jasa Konstruksi 

Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah 

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala 

usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak 

dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan 

Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu 

tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjanya dalam Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM). 

b. Cara Menjadi Peserta 

1. Pemborong bangunan (kontraktor) 

mengisi  Formulir  pendaftaran kepesertaan Jasa 

Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS 

Ketenagakerjaan setempat sekurang - kurangnya 1 

(satu) minggu sebelum memulai pekerjaan. 
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2. Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan 

Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian 

Pemborong (SPP). 

c. Iuran  

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya 

ditetapkan sebagai berikut: 

 

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai 

dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) sebesar 10%. 

4.5 Tugas BPJS Ketenagakerjaan 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas 

untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 
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b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi 

kerja; 

c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan 

sosial; 

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 

jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. 

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan 

pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk 

menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, 

pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas 

penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan 

keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara 

pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan 

peserta. 

4.6 Tujuan BPJS Ketenagakerjaan 

a. Melakukan asuransi (audit) dan konsultansi yang independen dan 

objektif untuk meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan tata kelola Badan dan Dana Jaminan Sosial. 
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b. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengelolaan 

Badan dan Dana Jaminan Sosial. 

4.7 Wewenang BPJS Ketenagakerjaan 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS 

berwenang: 

a. Menagih pembayaran Iuran; 

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek 

dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 

memadai; 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta 

dan pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif 

yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 

kesehatan; 

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi 

kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; 

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang 

mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam 
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memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 

penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran 

dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, 

kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi 

administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai 

badan hukum publik. 

4.8 Standar Dan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan 

SPI melaksanakan pekerjaannya mengacu pada Kerangka Praktik 

Profesional Internasional (IPPF, International Professional Practices Framework) 

Audit Internal yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (The 

IIA).IPPF mencakup Standar dan Kode Etik Audit Internal.Standar dan Kode Etik 

tersebut diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk 

dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU 

BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk 

memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan 
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menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian 

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Penyelenggaraan jamianan sosial yang  kuat dan berkelanjutan merupakan 

salah satu pilar Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan 

bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi 

yang stabil dan berkeadilan. 

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program 

jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS 

memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. 

Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan 

sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut 

secara transparan. 


